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<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian ini mengena kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan pada suatu kementerian
kemudian dari kewenangan tersebut dicoba dikaji mengenai pembentukan peraturan pelaksana terhadap
peraturan menteri dalam kajian perundang-undangan menggunakan studi kasus Keputusan Sekretaris
Direktorat Jenderal yang merupakan peraturan pel aksana atas peraturan menteri nomor P.55 tahun 2016
yang merupakan peraturan pengganti atas PErmen LHK Nomor P.28 tahun 2015. Penelitian ini
menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menekankan pada penggunaan
data sekunder atau studi kepustakaan bersifat eksplanatoris dengan dan menggunakan metode analisis data
analisis kualitatis dengan simpulan berupa presiden memberikan sebagian kewenangannya kepada menteri
yang telah ditunjuknya dan didalamnya terdapat kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan
sesual dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperlancar pel aksanaan
pemerintahan dan terjadi dalam praktek kewenangan yang telah didelegasikan kemudian didelegasikan
kembali kepada lembaga yang lebih rendah yang disebut sub delegation legislative power. Berdasarkan hal
tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memperhatikan hierarki dan kewenangan yang
berlaku dan tidak mengatur hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggikata
kunci : Pembentukan peraturan pelaksana, kewenangan dan hierarki.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This research concerning about the competency of ministry to make ministrial regulation. Further more from
those ministrial regulation, it create implementation legislation as an example case study of Secretary
Decree of Directorat General with use as an implementation regulation on Regulation of Minister Of
Environment and Forestry No. P.55 years of 2016 which is replacing the regulation number P.28 years of
2015. Thisresearch uses literatures research by juridicial normative. and by emphasis on the use of
secondary data or literature study with type of explanatory and using qualitative analysis data. The
conclusion are President give some of his power to the minister he has appointed and in there is the authority
of the formulation of legislation in accordance with the hierarchy of legislation which is applicable to
facilitate the execution of government and the occurence in the exercise of delegated authority and then
delegated back to another lower of legislation to concern about the hierarchy and authority in force and does
not regulate things that have been regulated in the higher legislation
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